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ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan apa dan siapa sosok Miranda yang menjadi tonggak
lahimya Miranda rule, yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah salah satu hak
tersangka yaitu : hak tersangka untuk menerima kewajiban dari penegak hukum pada
setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagai mana yang dimaksud dalam
pasal 56 ayat 1 KUHAP.

Dalam perakteknya banyak hak hukum tersangka untuk mendampingi dan dibela
oleh penasehat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh
penyidik dalam proses peradilan, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka
atau terdakwa yang merupakan kewajiban yang imperatif dari pejabat penyidik atau
penuntut umum atau pejabat pengadilan sebagaimana dimaksud didalam pasal 56 ayat 1
KUHAP.

Miranda rule merupakan hak konstitusional yang bersifat universal dihampir
semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan
hukum pada dasarmnya juga sangat menghormati miranda rule ini, dan komitmennya
terhadap penghormatan miranda rule telah dibuktikan dengan mengadopsi Miranda rule
ini kedalam sistem Hukum Acara Pidana sebagaimana terdapat di dalam pasal 56 ayat 1
UU No. 8 tahin 1981 KUHAP.Berdasarkan hal itu maka skripsi ini berjudul
”Implementasi Prinsip Miranda Rule” : Analisa Hak-hak tersangka sebelum
Pemeriksaan.

tulisan dalam skripsi ini menjawab rumusan masalah yaitu : apakah prinsip
Miranda Rule diadopsi dalam KUHAP Indonesia? Dan bagaimana penerapan Miranda
Rule dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?. Untuk menjawab masalah dalam
penelitian ini penulis mengunakan penelitian Hukum Normatif atau studi kepustakaan
(library research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka
yang relevan dengan permasalahan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriftif kualikatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi Miranda Rule
hal ini tercermin dalam pasal 54, 55, 56 dan 114 KUHAP yang memberikan hak
konstitusional bagi tersangka terhadap hak-haknya sebelum proses penyidikan dimulai.
Dalam penerapan dan praktek peradilan pidana, hak-hak tersangka pada saat ditangkap
tidak langsung diberitahukan akan hak-hak hukumnya, dan pemberitahuan itu dilakukan
pada saat diperiksa dalam pembuatan berita acara pemeriksaan dan dalam proses
persidangan dimulai.

Akhjn?ya“saran yang dapat disampaikan adalah para penyidik kepolisian
seharusnya diwajibkan memberikan hak-hak tersangka yang terdapat dalam konsep
Miranda rule dalam proses penyidikan dan apabila tidak diberikan, hendaknya polisi yang
menyidik dapat dikenakan sanksi karena melanggar hak asasi manusia. Tersangka dapat
mengajukan keberatan apabila hak-haknya dalam pemeriksaan tidak diberikan oleh
penyidik. Secara formil hakim dapat memutuskan ”tidak menerima” berkas perkara

dengan alasan berkas perkara batal demi hukum karena hak-hak tersangka tidak diberikan
dalam pemeriksaan oleh penyidik.

Kata Kunci : Miranda Rule, hak tersangka dan proses peradilan.
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ABSTRACT

This study explains what and who the figure is a milestone in the birth of Miranda
rule, which is described in this study is one of the rights of suspects, namely: the right of
suspects to accept the obligations of law enforcement at every level of examination in
which the judicial process as referred to in Article 56 paragraph 1 Penal Code.

In practice, many suspects to accompany the legal rights and defended by counsel
in the case that it faces tend to be overlooked by investigators in the judicial process,
although this right must be given to the suspect or defendant that is the imperative duty of
the official investigator or prosecutor or court officials as referred toin article 56
paragraph 1 of the Penal Code.

Miranda rule is constitutional rights that are universal in almost every state based
on law. Indonesia as a state based on law basically Miranda also had great respect for this
rule, and its commitment to respect the rule Miranda Miranda has been proved by
adopting this rule into the Criminal Justice system as contained in article 56 paragraph 1
of Law no. 8 1981 KUHAP. Based that then this essay entitled "The Implementation of
Miranda Rule": Analysis of the Rights of the suspect before the examination.

Posts in this thesis to answer the formulation of the problem is: whether the
principle adopted in the Code of Criminal Procedure Rule Miranda Indonesia? And how
the application of Miranda Rule in the criminal justice system in Indonesia?. To answer
the problem in this research the writer uses Normative Legal research or literature study
(library research), that is by doing a search of library materials relevant to the
problem. Technical analysis of the data used in this research is descriptive kualikatif .

The results- showed that Indonesia has adopted the Miranda rule as reflected in
article 54, 55, 56 and 114 Criminal Procedure Code which provides the constitutional
rights for suspects of their rights before the investigation begins. In the application and
practice of criminal justice, the rights of the suspect at the time of arrest was not directly
informed of their legal rights, and notification was made at the time examined in the
manufacture of news events in the investigation and trial process begins.

Finally, suggestions that can be delivered is the police investigators should be
required to provide the suspect's rights contained in the concept of Miranda rule in the
process of investigation and if not given, the investigating police should be subject to
penalties for violating human rights. The suspect may appeal if their rights in the
investigation is not provided by the investigators. The formal judge may decide "not
accept” the docket with the docket reason null and void because the rights of suspects are
not given in the examination by the investigators.

Keywords: Miranda Rule, the rights of suspects and the judicial process.
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BAB I .
PENDAHULUAN e

A. Latar Belakang

Latar belakang penulisan berangkat dari suatu pemikiran sederhana,
bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen ke-empat,‘ dan
Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara
Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila juga
merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di negara Republik
Indoneisa yang di dalamnya sarat atau terkandung nilai-nilai kemanusiaan
daivaiau hak-hak asasi manusia, maka penegakan hukum dan penghormatan
terhadap hak-hak asasi manusia adalah dua hal yang secara simultan harus
diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap proses penegakan hukum di Indonesia.?

Negara Indonesia yang mengedepankan hukum positif sebagai aturan
.main (rule of the game) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus
menjadikan hukum itu sebagai panglima di negara ini, jusiru masih
menimbulkan persoalan dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Pemaknaan

hukum sebagai panglima jelas mengandung konsekuensi yang luas di tengah-

! Undang-Undang Dasar 1945 Pascaamandemen ke-empat iahun 2001, Aneka Iimu,
Semarang, 2002

* Marwan Effendi, Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana,
Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005, him 98 -
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tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan

3

keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum.” Hukum harus

ditegakkan bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa
melihat seseorang berada pada tataran eksekutif, atau legislatif atau seorang
konglomerat, juga tidak memandang apakah ia seorang pejabat militer,
pedagang kaki lima, diplomat atau karena status sosialnya dimasyarakat, semua
harus patuh dan tunduk kepada hukum tanpa terkecuali.*

Tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (no one
is above the law), dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasar
prinsip “perlakuan” dan dengan cara yang jujur (fair manner). Bahkan yang
tidak kalah pentingnya proses penegakan hukum itu sendiri juga harus
berdasarkan hukum pula, bukan dengan kekuasaan yang cenderung berbuat
sewenang-wenang, masyarakat atau negara diperintahkan oleh hukum dan
bukan oleh orang atau penguasa (government of law and not men). >

Adagium yang mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung
disalahgunakan (abuse of power) adalah hal yang tidak bisa dipungkiri, harus
diakui sebagai suatu fokta yang sulit dibantah. Begitu juga pendapat yang

mengatakan power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely

* Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2003, him 102
* Robert Klitgaard etl, Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah,
(Tetjemahan Yayasan Obor Indonesia), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, him 175
. 5 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, Raja GRafindo Persada, Jakara, 2004, him 127




3
bahwa penyalahgunaan kewenangan dengan maksud melakukan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disingkat KKN). Jadi, KKN bukanlah
sekedar “penilaian” tapi sudah menjadi bagian yang integral dari kenyataan
yang ada. KKN di Indonesia bukanlah hal yang baru, KKN disinyalir telah ada
seumur dengan peradaban bangsa ini.®

Menurut analisis para pakar, KKN dapat terjadi oleh dua faktor
penyebab, yaitu; 1) adanya faktor kesempatan, dan 2) adanya faktor niat.
Artinya, sekalipun seseorang memiliki faktor niat untuk berbuat KKN dalam
tugas dan jabatannya namun jikalau tidak tersedia faktor kesempatan yang
cukup untuk melakukannya, maka perbuatan KKN itu pasti sulit atau tidak akan
terjadi.” Sebaliknya jika faktor kesempatan ada dan cukup, namun seseorang
dalam tugas dan jabatannya itu tidak mempunyai niat untuk melakukan
perbuatan KKN maka perbuatan yang tercela (KKN) itu pasti tidak akan
terjadi.®

Untuk itu dalam mencegah terjadinya KKN dalam penegakan hukum
harus tercipta suasana yang kondusif secara lahir dan batin, artinya aparatur
penegak hukum kita harus ada dalam situasi yang selalu dapat diawasi dan

tersediannngya perangkat hukum yang jelas untuk menindaknya jika terjadi

penyimpangan. Di samping itu, diharapkan aparatur penegak hukum kita

® Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Iimu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2006, him 28

7 1. S. Susanto, Kriminologi, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, him 129

* Baharudin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta, 2005
him 67 ’
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mempunyai pengetahuan dan komitmen moral yang kuat terhadap
pemberantasan KKN yang didasarkan tebalnya keimanan dan ketakwaan yang
dimilikinya kepada Tuhan Yang Maha Esa saat mereka menjalankan amanah
yang diberikan bangsa dan negara, baik sebagai penyelenggara negara maupun
sebagai penegak hukum. Tanpa itu mustahil kita dapat menegakkan hukum
dengan baik dan benar, serta mustahil pula KKN dapat diberantas dan bangsa
ini akan hancur dengan sendirinya.’

Dalam penelitian ini, penulis tidak ingin membahas tentang aspek-aspek
. hukum pidana dan atau hak-hak tersangka secara detail, baik yang terdapat
dalam asas-asas hukum pidana secara universal maupun hak-hak tersangka yang
juga begitu banyak disinggung di dalam Bab VI Undang-Undang No. 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya
disingkat KUHAP), akan tetapi penelitian ini mencoba untuk menjelaskan apa
dan siapa itu sosok “Miranda” yang menjadi tonggak lahimya Miranda Rule,
Miranda Right, dan Miranda Warning, serta penelitian ini hanya mencoba
menjelaskan pada salah satu hak saja dari Miranda Rule, yaitu hak tersangka
untuk menerima kewajiban dari pejabat bérsangkutan pada setiap tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (1) KUHAP.

® Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas
Diponegoro, Semarang, 2002, him 132
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Seperti diketahui bahwa dalam praktiknya, banyak hak hukum
tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasihat hukum dalam perkara
yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh hampir semua penyidik atau
pejabat bersangkutan dalam proses peradilan, padahal hak tersebut harus
diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan kewajiban yang
imperatif dari pejabat penyidik atau penuntut umum atau pejabat pengadilan
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.'®

Kenyataan ini terjadi tentu dengan berbagai macam latar belakang dan
alsan dari pihak pejabat bersangkutan. Yang jelas apa pun alasannya, kenyataan
ini sangat bertentangan dengan kehendak undang-undang itu sendiri. Karena
kewajiban menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa  bersifat
imperatif/keharusan sebagai salah satu pedoman dalam penegakan hukum
pidana, sehingga apabila mengabaikan kewajiban imperatif ini, demi hukum
akan mengakibatkan batalnya penegakan hukum pidana itu sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana di negara kita, terutama yang ada di
dalam KUHAP, pada praktiknya terjadi sangat banyak pelanggaran terhadap
hak-hak tersangka terutama di tingkat penyidikan, dan setiap pelanggaran

terhadap KUHAP temyata tidak ada aturan yang dengan jelas memberikan

19 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Dilengkapi Yurisprudensi dan Hoge
Raad, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. '
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sanksi tegas bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran
terhadap KUHAP."

Sekalipun ada, disinggung dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 14

Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman (sekarang No. 48 Tahun 2009), di mana dalam pasal
tersebut ditegaskan bahwa :
“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi” dan
dalam aya* (2) ditegaskan, “Pejabat yang dengan senga]a melakukan
perbuatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dipidana.'?

Namun Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman tersebut sampai saat ini belum ditindaklanjuti ke dalam bentuk
Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan yang lebih konkret dan jelas
tentang tata cara bagaimana menindak dan mempidana pejabat bersangkutan
yang telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP. Sehingga jika ada
pelanggaran terhadap hak-hak tersangka sebagaimana yang juga ada di dalam

KUHAP, UU No. 39 Tahun 1999 teantang HAM dan UU No. 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat ditindaklanjuti dalam praktiknya,

" Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bandung
Bandung, 2007, him 120 ?

"> Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, rumusan Pasal 8 tersebut
dirumuskan dalam Pasal 9 dengan redaksi yang sama.
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maka jelas keseluruhan pasal-pasal di atas menjadi tidak dapat

dioperasionalisasi kedalam praktek penegakan hukum.

Perlu diketengahkan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa yang

sengaja atau sering dilalaikan atau dilanggar oleh pejabat bersangkutan di dalam

proses peradilan antara lain :

1.

13

Hak tersangka untuk segara mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan
selanjutnya dapat segera diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1)

KUHAP);

. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut

umum (Pasal 50 ayat (2) KUHAP);

. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP);

Hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban dari pejabat di setiap tingkat
peradilan bagi mereka yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih
(Pasal 56 ayat (1) KUHAP);

Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM);

Dan hak-hak lainnya seperti disebutkan dalam Bab VI KUHAP;

Namun dari sekian banyak hak-hak tersangka seperti yang disebutkan di

atas, sekali lagi ditegaskan bahwa tulisan ini tidak bermaksud untuk

" M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse dan Fahmi Raghib, Sistem Peradilan

Pidana Indonesia, BP Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, him 121
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membahasnya secara meluas, melainkan penulisan skripsi ini lebih
menitikberatkan pada hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban dari pejabat
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan
sebagaimana yang menjadi isu sentral dari Miranda Rule atau Miranda
Principle yang telah diadopsi ke dalam beberapa pasal dalam KUHAP
khususnya Pasal 56 ayat (1) dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP.

Di samping Miranda Rule sebagaimana disebut dan disinggung dalam
penelitian ini, sebenarnya masih ada lagi hak tersangka lain yang menjadi
bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga wajib dihormati,
diperingatkan atau diberitahukan kepada tersangka sebelum dan/atau ketika
dilakukan penangkapan terhadap diri tersangka. Polisi atau penyidik wajib
memberitahukan hak-hak konstitusional tersangka atau dalam hal ini disebut
dengan “Miranda Warning” (warning of his constitutional rights). Sedangkan
untuk Miranda Principle sebenarnya cakupannya lebih luas dari Miranda Rule
atau Miranda Warning yang lebih menekankan kewajiban pejabat bersangkutan
untuk mengingatkan dan/atau menunjuk atau menyediakan penasihat hukum

bagi tersangka atau terdakwa dalam setiap proses peradilan. Miranda Principle
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ini merupakan hak-hak dasar manusia atau hak Konstitusional tersangka yang
pada pokoknya meliputi: 1
1. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/atau sebelum

dilakukan penyidikan (a right to remain silent);

2. Hak untuk menghadirkan penasihat hukum dan hak untuk berkonsultasi
sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik (a right to
the presence of an attorney or the right to counsil);

3. Hak untuk disediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang
tidak mampu;

Sehubungan semakin gencarnya tuntutan peningkatan penghormatan
terhadap HAM dalam penegakan hukum, yang dibarengi dengan
dikeluarkannya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di
dalamnya secara eksplisit telah mengatur tentang jaminan ditegakkannya
perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum seperti yang
terdapat dalam Pasal 17, 18, 19, 33, dan 34 dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM," oleh karena itu sudah selayaknya Kepolisian Republik Indonesia
terutama mereka sebagai penyidik atau penyidik pembantu agal lebih
profesional dalam menjalankan tugasnya serta dapat memahami dengan baik

aspek-aspek pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dan penerpan Miranda Rule

14 Sofyan Lubis, Prinsip Miranda Rule, Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, PT
Suka Buku, Jakarta, 2010, him 17
15 Pasal 17 merumuskan : .............
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serta Miranda Warning seperti yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1)
KUHAP, Pasal 114, 54, 55 KUHAP Jo. Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999, atau
pada umumnya penegak hukum bersedia dengan berbesar hati menghormati
Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum.

Prinsipnya Miranda Rule merupakan hak konstitusional dari tersangka
yang meliputi hak untuk tidak menjawab pertanyaan pejabat bersangkutan
dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan
penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua
tingkat proses peradilan.

Miranda Rule merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di
hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang
berdasarkan hukum pada dasarnya juga sangat menghormati Miranda Rule ini,
dan komitmennya terhadap penghormatan Miranda Rule telah dibuktikan
dengan mengadopsi Miranda Rule ini kedalam sistem Hukum Acara Pidana,
yaitu sebagaimana terdapat di dalam Pasal 56'¢ ayat (1) UU No. 8 tahun 1981
yang lebih dikenal dengan KUHAP.

Masalah penerapan Miranda Rule selama ini sangatiah riskan dalam

pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, lebih kurang hampir 80% perkara

' Ayat (1) dari Pasal 56 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentng KUHAP
diromuskan : dalam hal tesangka atau terdakwa di sangka atau didakwa melakukan tindak
pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih ataun bagi
mereka yang tidak mampu yang diancam dergan pidana lima tahun atau lebih yang tidak
mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
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yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata
tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Misalnya, dalam
perkara-perkara narkoba dan atau dalam perkara lain yang ancaman
hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap
penyidikan tanpa didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan sistem yang
digariskan sesuai dengan Pasal 115 KUHAP."

Pada kenyataannya, terhadap pelanggaran ini pengadilan masih tetap
bersikap toleran dengan alasan melindungi “kepentingan umum” dan tidak
sedikit hakim sering “menutup mata” terhadap pelanggaran Pasal 56 ayat (1)
KUHAP ini. Namun, sejak dihembuskannya reformasi hukum yang sejalan
dengan gencarnya perjuangan penegakan hak-hak asasi manusia dalam proses
penegakan hukum serta sejak diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM maka sudah saatnya hakim tidak boleh lagi menoleransi pelanggaran
terhadap ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini.'®

Dalam era ini supremasi hukum sudah saatnya para penegak hukum
khususnya bagi penyidik atau pembantu penyidik yang merupakan bagian
terdepan dalam proses penegakan hukum pidana diharapkan dapat merespon
atau mengerti dan memahami tentang Miranda Rule atau Miranda Principle

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, karena pelanggaran

'7 Pasal 115 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merumuskan : dalam
hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat
mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar,

'* Sofyan Lubsis, Prinsip Miranda Rule, ...Op Cit, him 18
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terhadap Miranda Rule bukan hanya pelanggaran terhadap KUHAP yang
hasil penyidikannya dapat dinyatakan batal demi hukum, tapi juga merupakan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menuangkannya
dalam bentuk tulisan yang berjudul IMPLEMENTASYF PRINSIP MIRANDA
RULE : Analisis Hak-Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan pada tulisan ini
dibatasi hanya pada:
1. Apakah prinsip Miranda Rules diadopsi dalam KUHAP Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan Miranda Rules dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia?
C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah prinsip Miranda Rule ini sudah diadopsi di dalam
KUHP Indonesia dan bagian mana saja yang diterapkan.
2. Untuk menggambarkan penerapan prinsip Miranda Rule dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia, apakah sudah berjalan dengan baik atau

belum.
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D. Manfaat Penelitian
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita
semua baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat, khususnya bagi aparat
penegak hukum di Indonesia.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
kepada pengetahuan hukum yang lebih baik mengenai hak-hal tersangka
sebelum pemeriksaan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau
sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi
masyarakat Indonesia khususnya aparat penegak hukum agar lebih
memahami dan dapat memberikan hak-hak yang memang menjadi milik
tersangka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi
kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran
terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan.'”

2. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

" Soerjono Soekanto, Sri Mamudji,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat,(Jakarta:CV Rajawali, 1985),him.15.
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Teknik pengumpulan bahan penulisan ini adalah penelitian hukum

normatif, dilakukan dengan cara mengumpulkan 3 macam bahan hukum

yaitu ;20

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri
dari: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa referensi-
referensi mengenai hak-hak tersangka sebelum pemeriksaan, doktrin
atau pendapat-pendapat para ahli hukum mengenai hak-hal tersangka
yang tidak tercatat, hasil penelitian / hasil karya kalangan hukum yang
berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu

berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, buku-buku

bacaan, dan lain-lain.

2 Ibid him.34.
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3. Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriftif kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan
permasalahan,maupun keterkaitan data yang satu dengan yang lain,

sehingga diperoleh kesimpulan yang benar.
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